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Node Pon 78504

Nomor

- 3A9/PM.00 02/K SB-07/10/2024 Simpang Empat. 05 Oktober 2024

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal

: Imbauan Kampanye

Kepada Yth.
Bapak Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Pasaman Barat Pemilihan Serentak Tahun 2024

(Daftar Terlampir)

di

tempat

Dengan Hormat,

A. Dasar Hukum;
1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

2)

3)

4)

5)

6)

7

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- Undang;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang
Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota:

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020
tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang
Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan
Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan
Wakil Wali Kota Tahun 2024;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubemur
dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
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8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan
Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil
Walikota;

9) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis
Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil
Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

10) Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 94 tahun 2024 tentang Identifikasi
Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa
Pemilihan Dalam Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
serta Walikota dan Wakil Walikota;

11)'Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 102 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan
Pengawasan Konten Internet (SIBER) Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

B. Sehubungan dengan huruf A, Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat menyampaikan hal-hal
sebagai berikut;

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang — Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang -Undang yang menyatakan:
(1) Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi,

misi, dan program Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon
Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.

2. Bahwa berdasarkan Pasal 65 Undang — Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang -Undang yang menyatakan:

(1) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dapat dilakukan

melalui:
a. Pertemuan terbatas;

b. Pertemuan tatap muka dan Dialog;

c. Debat Publik/ Debat Terbuka antar Pasangan Calon;

d. Penyebaran bahan Kampanye kepada umum;

e. Pemasangan alat peraga;

f. iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan/atau;

g. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 69 Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
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Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang -Undang yang menyatakan:

(1) Dalam Kampanye dilarang:

1) Mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2) Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon
Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, Calon
Wakil Walikota, dan/atau Partai Politik,

3) Melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba
Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;

4) Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan
penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat
dan/atau Partai Politik;

5 Mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum;,

6) Mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil
alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;

7) Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye,

8) Menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

9) Menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;

10) Melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan
kendaraan di jalan raya; dan/atau

11) Melakukan kegiatan Kampanye di [uar jadwal yang telah ditetapkan oleh
KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

4. Bahwa berdasarkan Pasal 70 Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang -Undang yang menyatakan:

(1) Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan:
1) Pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
2) Aparatur sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan
anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
3) Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan
lain/perangkat Kelurahan.

(2) Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil
Walikota, pejabat negara lainnya, serta pefabat daerah dapat ikut dalam
kampanye dengan mengajukan izin kampanye sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(3) Gubemur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil
Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa
kampanye harus memenuhi ketentuan:

a. Menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan
b. Dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.
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(4) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi Gubernur dan Wakil Gubernur
diberikan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden, dan bagi Bupati dan
Wakil Bupali serta Walikota dan Wakil Walikota diberikan oleh Gubernur atas
nama Menteri.

(5) Cuti yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib
diberitahukan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi, dan bagi
Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU
Kabupaten/Kota.

Bahwa berdasarkan Pasal 187 Ayat (2) Undang — Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020

tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang -Undang yang menyatakan;

(1) “Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan
pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69
huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f dipidana
dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama
18 (delapan  belas) bulan dan/atau denda paling  sedikit
Rp600.000.00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak
Rp6.000.000.00 (enam juta rupiah)”

(2) Pasal 187 ayat (3) yang menyatakan “Setiap orang yang dengan sengaja
melanggar ketentuan larangan pelaksanaan = Kampanye  Pemilihan
Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf g, huruf
h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling singkat
1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda
paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak
Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

(3) Pasal 187 ayat (4) yang menyatakan “Setiap orang yang dengan
sengaja mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya
Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu)
bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit
Rp600.000,00 (enam ratus ribu ruplah) atau paling banyak Rp6.000.000,00
(enam juta rupiah)

(4) Pasal 187 ayat (1) yang menyatakan “Setiap orang yang dengan sengaja
melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan
vang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara
Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk
mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih,
menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi
tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu
sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan
pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama
72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00
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(dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu
milyar rupiah).

(5) Pasal 187 ayat (2) yang menyatakan Pidana yang sama diterapkan kepada
pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum
menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

C. Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai bentuk pencegahan, Bawaslu Kabupaten
Pasaman Barat mengimbau kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Pasaman Barat Pemilihan Serentak Tahun 2024 agar:

1. Melaksanakan tahapan Kampanye sesuai dengan tata cara, mekanisme, dan prosedur
dengan memperhatikan dan mengamati, serta mempedomani  Peraturan
Perundangan-undangan yang berlaku dalam Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024;

2. Agar berkoordinasi atau berkonsultasi dengan KPU Kabupaten Pasaman Barat terkait
dengan Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK);

3. Tidak melakukan kegiatan dan aktivitas larangan kampanye sesuai dengan Ketentuan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Demikianlah surat imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami

ucapkan terima kasih.

X
a
WANHAR,

S.Pd.l

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
2. Arsip
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Lampiran Surat
Nomor :}?)/PM.O0.0Z/K.SB-

07/10/2024
Tanggal : 05 Oktober 2024

Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Pemilihan
Serentak Tahun 2024

1. H. YULIANTO, S.H, MM - H. M. I[HPAN
& H. DALIYUS K, S.Si, MM - HERI MIHELDI
3. \ H. HAMSUARDI, S.Ag - H. KUSNADI Dt. RAJO BATUAH

4, ‘ JAILANI AD, SM., MAK. - SYAMSUL BAHRI

\ NO URUT Nama Pasangan Calon
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